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BABII

KUMULASI GUGATAN, IZIN POLIGAMI, ISBAT NIKAH DAN
PENETAPAN ANAK

A. KUMULASI GUGATAN
1. Pengertian Kumulasi
Kumulasi gugatan adalah penggabungan dari lebih satu
tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.’' Sedangkan menurut Mukti
Arto, kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan
beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam satu
proses perkara.”
2. Syarat Kumulasi™
Dalam suatu bentuk kumulasi, baik itu kumulasi gugatan

atau kumulasi permohonan harus memiliki syarat-syarat yang harus

terpernuhi anatara lain yaitu:

a. Adanya hubungan yang erat dari perkara yang satu dengan yang

lainnya atau koneksitas:

o

Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat)

e

Prinsip beracara yang cepat dan murah;

d. Bermanfaat ditinjau dari segi acara (processueel doelmatig).

*'M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,( Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 102.

A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), 44.

PR Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, (Bandung: Bandar Maju, 2005),
101.
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3. Dasar Hukum Kumulasi

a. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989
tentang kedudukan, kewenangan dan acara peradilan
agama.

Pasal 66 ayat (5) yang menjelaskan bahwa: “Permohonan
soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta
bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan
permohonan cerai atau ataupun  sesudah ikrar talak
diucapkan.”* Dan pasal 86 ayat (1) yang berbunyi: “Gugatan
soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta
bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan

perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh

kekuatan hukum tetap.”’

b. Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan
Agama mencantumkan tentang kumulasi gugatan:*®

1. Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau
kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan
beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan.
kumulasi  objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan
terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.

2. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan
diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan
proses,yaitu antara tuntutan yang digabungkan itu ada
koneksitas dan penggabungan akan mudah diperiksa serta akan
dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang
saling berbda/bertentangan.

3. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan

**Pasal 66 ayat (5) UU No.7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama.

3Pasal 86 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 Tentang peradilan agama.

**Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Buku Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,(Edisi Revisi 2010), 90-91
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apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu
terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan
erat ini harus dibuktikan dengan fakta-faktanya.

4. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara
khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan
yang lain  harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan
untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak
dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.

5. Apabila ada salah satu tuntutan hakim tidak berwenang
memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim tidak
berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan
bersama-sama dalam satu gugatan.

4. Tujuan Kumulasi Gugatan®’
Tujuan diterapkanya kumulasi gugatan adalah untuk
menyederhanaka proses pemeriksaan dipersidangan dan menghindari

putusan yang saling bertentangan. Adapun tujuan dari kumulasi

gugatan adalah:

a. Mewujudkan peradilan sederhana melalui sistem penggabungan
beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan
penyelesaian  beberapa perkara melalui proses tunggal, dan
dipertimbangan serta diputuskan dalam satu putusan.

b. Menghindari putusan yang saling bertentangan apabila terdapat
koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk
menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan

jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan.

7 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata..., 104.
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5. Bentuk Kumulasi Gugatan

Penggabungan gugatan dapat terjadi dalam beberapa bentuk,
yaitu:
a. Perbarengan (Concursus, Samenloop, Codincidence)

Penggabungan ini dapat terjadi apabila seorang penggugat
mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat
hukum saja.Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan
yang lain dengan sendirinya terpenuhi pula.Misalnya dalam perkara
wali adhal, dispensasi kawin, dan izin kawin digabung dalam satu
gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan yang
sangat erat satu sama lainnya dan mempunyai tujuan yang sama
yaitu terlaksananya akad perkawinan sebagaimana yang diminta
oleh pemohon.Jika izin kawin dikabulkan oleh hakim, maka dengan
sendirinya dispensasi kawin dan penetapan wali adal terselesaikan
pula.Penggabungan perkara seperti ini akan menghemat waktu,
tenaga, dan lebih praktis karena ketiga perkara yang tujuannnya
sama dapat diselesaikan sekaligus.’®
b. Penggabungan Subjektif (Subjective Cumulation)
Penggabungan subjektif dapat terjadi apabila terdapat
beberapa orang penggugat melawan seorang tergugat, atau

seorang penggugat melawan beberapa orang tergugat, atau

¥ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Kencana, 2008), 41-42.
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beberapa orang penggugat melawan beberapa orang tergugat
dalam satu gugatan.*
c¢. Penggabungan Objektif (Objective Cumulation)

Apabila penggugat mengajukan lebih dari satu objek
gugatan dalam satu perkara sekaligus. Ini merupakan
penggabungan dari tuntutan disebut kumulasi objektif “°. Contoh
penggabungan gugatan cerai dengan harta bersama.

d. Intervensi

Intervensi  yaitu suatu aksi hukum oleh pihak
yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan
oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang
berlangsung antara dua pihak yang sedang berperkara.*' Ada tiga
macam bentuk intervensi:

1. Menyertai (Voeging)

Pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang
berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap
memihak kepada salah satu pihak dan dimaksudkan untuk
melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela
salah satu pihak yang bersengketa. Disyaratkan adanya
kepentingan hukum pada pihak ketiga yang mencampuri

sengketa, yang ada hubungannya dengan pokok sengketa antara

¥ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2008), 72.

“Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 57.

A, Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata,...,109.



27

penggugat dan tergugat (pasal 279 Rv).#
2. Menengahi (Tussenkomst)

Tussenkomst ialah masuknya pihak ketiga sebagai
pihak yang berkepentingan ke dalam perkara perdata yang
sedang berlangsung untuk membela kepentingan sendiri dan
oleh karena itu ia melawan kepentingan kedua belah pihak,
(vaitu penggugat dan tergugat) yang sedang berperkara.*

3. Ditarik sebagai penjamin (Vrijwaring)

Vrijwaring yaitu suatu aksi hukum yang dilakukan oleh
tergugat untuk menarik pihak ketiga ke dalam perkara guna
menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan
penggugat.**

6. Perkara yang bisa Dikumulasikan

Dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) dijelaskan
bahwa perkara penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri,
dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama
dengan gugatan cerai ataupun permohonan cerai talak.Jadi,
dalam kedua pasal ini terlihat bahwa saat pengajuan perkara
gugat cerai ataupun permohonan cerai talak dapat

digabung dengan perkara penguasaan anak, nafkah anak,

2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia..., 59.

 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata..., 110.
“ Ibid.,114.



28

nafkah istri, dan harta bersama suami istri. Abdul Manan
dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam perkara wali adhal
dispensasi kawin dan izin kawin dapat digabungkan dalam
satu gugatan.
7. Beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan
Terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh
hukum, larangan tersebut bersumber dari hasil pengamatan praktik
peradilan anatara lain:*
a. Pemilik objek gugatan berbeda
Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa
objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh orang yang
berbeda atau berlainan.Penggabungan yang demikian baik secara
subjektif dan objektif, tidak dibenarkan.Hal ini dikemukakan dalam
putusan MA No.201 K/Sip/1974.
b. Gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda
Penggabungan  gugatan bertitik tolak pada prinsip,
perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama.
Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk
kepada hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian
ditegaskan dalam putusan MA No. 667 K/Sip 1972.
c. Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda

Jika terdiri dari beberapa gugatan yang masing-masing

B M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata..., 108-109.
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tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak
dapat dibenarkan.Yang mungkin selalu terjadi dalam kasus yang
seperti itu adalah gugatan perdata TUN dan gugatan perdata hak milik
atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bertitik tolak pada
ketentuan pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah
dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) sekarang diatur dalam
pasal 2 jo. pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 dan Undang-
Undang No. 6 Tahun 1986 (tentang Peradilan TUN), gugatan perdata
TUN secara absolut menjadi kewenangan Peradilan TUN sedangkan
sengketa hak milik dan PMH menjadi yuridiksi absolut Peradilan
Umum (PN). Berdasarkan pembagian fungsi dan kewenangan absolut
tersebut, tidak dibenarkan melakukan penggabungan gugatan yang
berbeda yuridiksi mengadilinya.
d. Gugatan rekonvensi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi.
Sesuai dengan ketentuan pasal 132 a ayat (1) HIR, tergugat
berhak mengajukan gugatan rekonvensi, schingga terjadi
penggabungan antara konvensi dan rekonvensi.Akan tetapi
kebolehan yang seperti itu, tetap berpatokan pada syarat, terdapat

hubungan erat antara keduanya.
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B. IZN POLIGAMI

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani,
yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berati perkawinan.
Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti
suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seseorang.*® Dalam
kamus besar bahasa Indonesia poligami bermakna sistem perkawinan
yang salah satu pihak memiliki/ mengawini beberapa lawan jenisnya

dalam satu waktu bersamaan.*’

Istilah poligami dalam bahasa Arab yaitu &\}3‘9\33@ *® yang

artinya laki-laki yang mengumpulkan dalam satu tanggunganya dua

atau empat orang istri yang tidak boleh darinya.*’

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang
mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang
berasal dari kata polus berarti banyak dan gune yang berarti
perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih

dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata polus

* M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 351.

47 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1990), 885.

*® A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab,
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 680.

* Ariij bin Abdurrahman A-Saman, Memahami Keadilan dalam Poligami, (Jakarta: Darus
Sunah Press, 2006), 25.
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Jadi, kata yang tepat bagi laki-laki yang mempunyai istri lebih

dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan

poligami.Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari

yang

dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki

dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.

yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah

poligalmi.51

2. Dasar Hukum Poligami

a. Al-Quran

Allah SWT memperbolehkan berpoligami sampai empat
orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil
dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal,
pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak
bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).”” Hal ini
sebagai mana yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat
An-Nisa (4) ayat 3
G LT G (SOl G sl el b3 31 s 35

z T
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Artinya:Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap

*® M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 352.

> Ibid.

> Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), 129-130.
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(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),
Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga
atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku
adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu
miliki. 5}3/ang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya.

b. Al-Hadis
RCRW R ARk R Fr e F R SyNU RO i I RS
Olas ulisy ol 106 (ol 5 Wl R (ST ek et
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o O
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(5

Artinya: Diceritakan dari Ahmad bin Ibrahim al-Dawraqiy berkata:
Diceritakan dari Husyaym, dari Ibn Abi Layla, dari Humadah binti
al-Syamardal, dari Qays bin al-Hari$ berkata: “Saya telah masuk
Islam dan saya memiliki delapan istri, maka saya mendatangi Nabi
Muhammad SAW dan saya mengatakan hal tersebut kepadanya”,
beliau bersabda: “Pilihlah empat di antara mereka.”

c. Hukum Positif
1. Pasal 3 ayat (2) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No.l Tahun 1974
tentang Perkawinan
Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan, dapat
memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari
seorang  apabila  dikehendaki oleh  pihak-pihak  yang
bersangkutan.”’> Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal

seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana

>3 Departemen Agama, A/-Quran dan Terjemahanya, ( Bandung : Diponegoro, 2008), 7.
> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 1, (Beirut: Dar al Fikri, tt), 620.
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tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang- Undang ini, maka ia
wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah
tempat tinggalnya.”

Serta alasan poligami yang bersifat fakultatif, tercantum
pada pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami
yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;b. istri mendapat
cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c.
istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No.l Tahun 1974 tentang
pernikahan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak poligami
tercantum pada pasal 5 ayat (1), yang berbunyi:

Untuk dapat mengajukan permohona kepada Pengadilan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:a. adanya
persetujuan dari  istri/istri-istri;b. adanya kepastian bahwa
suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri
dan  anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Apabila syarat untuk poligami pada pasal 5 ayat (1) huruf
a tidak terpenuhi maka pada pasal 5 ayat (2) dijelaskan:

Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini
tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya

tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat menjadi
pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari
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istrinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena
sebab-sebab lainnya yang perlu penilaian dari hakim pengadilan.

3. Pasal 40 dan pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975
Pasal 40 berbunyi,”Apabila seorang suami bermaksud
untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan
permohonan secara tertulis kepada pengadilan.” Setelah
permohonan  diajukan di pengadilan maka pengadilan
melaksanakan tugasnya yang tercantum pada pasal 41 yang
berbunyi:

Pengadilan ini memeriksa mengenai: a. Ada atau
tidak adanya alasan yang menunjukkan seorang suami kawin lagi,
ialah : 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai istri. 2) Bahwa istri mendapat cacat yang sulit
disembuhkan. 3) Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan.
b. Ada atau tidak adanya perjanjian dari istri, baik perjanjian
lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan
perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang
pengadilan. c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk
menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan
memperhatikan: i.surat keterangan mengenai penghasilan suami
yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau ii.
surat keterangan pajak penghasilan; atau iii. surat keterangan
lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; d. ada atau tidak
adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari
suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

4. Pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975
Pasal 42 yang berbunyi: “(1) Dalam melakukan
pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan
harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. (2)

Pemeriksaan pengadilan itu dilakukan oleh hakim selambat-



35

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat
permohonan beserta lampiran-lampirannya.”

Pasal 43 yang berbunyi:“Apabila pengadilan berpendapat
bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari
seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa
izin untuk beristri lebih dari seorang.” Dan pasal 44 yang
berbunyi: “Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan
pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih
dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang

dimaksud dalam pasal 43.”

5. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam
Pasal 55 yang berbunyi: “(1) Beristri lebih satu orang pada
waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. (2)
Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (3) Apabila
syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi,
suami dilarang beristri dari seorang.”
6. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam
Pasal 56 yang berbunyi: (1) Suami yang hendak beristri
lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan
Agama. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1)
dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab
VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.(3) Perkawinan

yang dilakukan dengan dua istri, ketiga atau keempat tanpa izin
dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.
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7. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 57 yang berbunyi:“Pengadilan Agama hanya
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih
dari seorang apabila:a.Bahwa istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri.b.Bahwa istri mendapat cacat yang sulit
disembuhkan. c. Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan.”

8. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 58 yang berbunyi: (1) Selain syarat utama yang
disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin
Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang
ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.l Tahun 1974 yaitu: a.
adanya persetujuan istri; b.adanya kepastian bahwa suami mampu
menjalankan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau
istri- istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan,
tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini
dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan
Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau
istri-istrinya sekurang- kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain
yang perlu mendapat penilaian hakim.

9. Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 94 yang berbunyi: 1. Harta bersama dari perkawinan
seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-
masing terpisah dan berdiri sendiri. 2. Pemilikan harta bersama dari
perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang
sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya
akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.
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C.  Isbat Nikah
1. Pengertian Isbat Nikah
Isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu Isbat dan nikah. Isbat

berasal dari kata bahasa Arab (big:[ ) % yang berarti penetapan,
pengukuhan, pengiyaan (isbat) dan arti menikah yaitu bergabung (;.:’pj,

hubungan kelamin ( ‘3’}5‘ ) dan juga berarti akad (12.3«)57

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, iSbat berarti
penyungguhan, penetapan atau penentuan.Sedangkan isbat nikah
berati penetapan, kebenaran (keabsahan) nikah.>®

2. Dasar Hukum Isbat Nikah
a. Pasal 2 dan 4 KHI
Pasal 2 berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam
adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan
ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.” Dan pasal 4 yang berbunyi: “Perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah.”
b. Pasal 5 KHI
Pasal 5 yang berbunyi:“Agar terjamin ketertiban perkawinan
bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2)
Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun

*® A.W. Munawwir, Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia Terlengkap,... 145.
" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 36.
> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 443.
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1954.”
c.Pasal 7 KHI

Pasal 7 menjelaskan tentang alasan-alasan mengajukan isbat
nikah, pasal ini berbunyi: (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2)
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah,
dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) ISbat
nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan
dalam rangka peyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c)
adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum
berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) perkawinan
yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

d. Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974
Pasal 2 yang berbunyi:“(1) Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

e. Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 2 yang berbunyi: (1) Pencatatan perkawinan dari
mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam,
dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka
yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan
kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana
dimaksud dalam berbagai perundang-undang mengenai
pencatatan perkawinan. (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-
ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara  pencatatan
perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata
cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan
dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.



39

f. Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975
Pasal 3 yang berbunyi:(1)Setiap orang yang akan
melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu
kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan. (2)
Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-
kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2)
disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas

nama Bupati Kepala Daerah.

g. Pasal 4 dan pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 4 yang berbunyi:“Pemberitahuan dilakukan secara lisan
atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau
wakilnya.” Dan pasal 6 yang berbunyi: “(1) Pegawai Pencatat
yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan
perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah
dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut
Undang-Undang.”

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam
ayat (1).Pegawai Pencatat meneliti pula: kutipan akta kelahiran
atau surat akta lahir calon mempelai.Dalam hal tidak ada akta
kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat
keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai
yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan
itu; b.Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan
dan tempat tinggal orang tua calon mempelai; c. Izin tertulis/izin
pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan
(5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau
keduanya belum mencapai umur 21 tahun; d. Izin pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang dalam hal
calonsuami yang masih mempunyai istri; e. Dispensasi
pengadilan/pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang; f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau
dalam hal perceraian: surat keterangan perceraian, bagi perkawinan
untuk keduanya atau lebih; g.Izin tertulis dari pejabat yang
ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah
seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan
bersenjata; h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang
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disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon
mempelai atau keduanya tidak adapat hadir sendiri karena sesuatu
alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

h. Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 11 yang  berbunyi:(1)Sesaat sesudah
dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh
PegawaiPencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.(2)Akta
perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu,
selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan
Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi
yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam,
ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
(3)Dengan penandatanganan akta perkawinan,maka
perkawinan telah tercatat secara resmi.

i. Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975

Akta perkawinan memuat:a.Nama, tanggal dan
tempat lahir, agama/kepercayaan,pekerjaan dan tempat
kediaman suami-istri; Apabila salah seorang atau
keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istriatau
suamiterdahulu. b.Nama,agama/kepercayaan, pekerjaan
dan tempat kediaman orang tua mereka; c. Izin sebagai
dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5)
Undang-Undang; d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam
pasal 6 ayat (2) Undang-Undang; e. Izin pengadilan
sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang; f.
Perjanjian sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)
Undang-Undang; g. Izin dari pejabat yaang ditunjukoleh
Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan
Bersenjata; h. Perjanjian perkawinan apabila ada; i.
Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat
kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama
Islam; j. Nama,umur,agama/kepercayaan, pekerjaan, dan
tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan
melalui seorang kuasa.

j.Pasal 13 PP No.9 Tahun 1975

Pasal 13 yang berbunyi:“(1) Akta perkawinan
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dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh
Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada panitera
pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu
berada. (2) Kepada suami dan istri masing- masing diberikan

kutipan akta perkawinan.”

3. Faktor-faktor sebab isbat nikah
Tercantum dalam KHI pasal 7 ayat (3) yang berbunyi:

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama
terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya
perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;(b) hilangnya
akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah
satu syarat perkawinan;(d)adanya perkawinan yang terjadi
sebelum berlakunya Undang-Undang No.l Tahun 1974 dan; (e)
perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.l Tahun
1974,

Selain itu, di Pengadilan Agama sering juga orang
mengajukan isbat nikah karena nikah sirri. Adapun pengertian
nikah sirri adalah nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun
suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum

Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak
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Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.” Sehingga pernikahan
sirri yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tidak mendapat
akta nikah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pernikahan ini menjadi sukar untuk dilegalkan serta
tidak mempunyai landasan hukum yang jelas karena praktik
pernikahan sirri yang dilakukan sebagian umat Islam dihadapan
kyai, tengku, ulama, tuan guru atau modin. Kerancuan yang
terjadi adalah:

a. Pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah
adalah kyai, guru, tengku, modin, sementara tidak ada
pendelegasian hak wali tersebut dari wali nikah yang berhak
kepada kyai, tengku atau modin tersebut. Pernikahan tersebut
tidak diketahui sama sekali oleh wali yang sah. Akad nikah
semacam ini jelas tidak sah karena cacat di bidang wali nikah.
Sedangkan, di dalam Islam dikenal prioritas wali.

b. Pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak diperhitungkan
apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan suami
lain atau tidak.

4.Yang berhak mengajukan isbat nikah

Dalam KHI pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwa:

“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami

atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang

M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah- Masalah Krusial, Pustaka Pelajar,
2010), 28.
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berkepentingan dengan perkawinan itu.”®

Dapat dipahami dari pasal di atas, orang-orang
yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah hanya orang-
orang tertentu yaitu suami atau istri, mereka adalah pihak yang
terlibat langsung dalam pernikahan. Hal ini berhubungan dengan
status perkawinan mereka di mata hukum, selain itu suami
atau/dan istri yang ingin melegalkan perkawinan dengan tujuan
untuk  kepastian hukum atau pun untuk  menyelesaikan
perceraian .

Selain itu anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut,
berhak juga mengajukan isbat nikah kedua orang tuanya. Yaitu
untuk memperoleh hak-hak mereka dapat akibat dari pernikahan
kedua orang tua mereka seperti akta kelahiran ataupun untuk
memperoleh warisan. Begitu pula wali nikah ataupun pihak-
pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut

seperti Petugas Pencatat Nikah (PPN).

Penetapan Anak

1. Pengertian Penetapan Anak
Kata penetapan berarti, penyuguhan atau penentuan.

Menetapkan berarti menyuguhkan, menentukan, menetapkan

% pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.
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(kebenaran sesuatu)®' sedangkan pengertian anak adalah seorang
yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan
dengan seorang laki-laki dengan melalui pernikahan yang tercatat
di Kantor Urusan Agama maupun yang tidak tercatat.®

Jadi pada dasarnya penetapan anak adalah pengesahan
atas anak yang terlahir dari sebuah pernikahan antara laki-laki
dan wanita yang mana perkawinan tersebut tidak tercatat di
Kantor Urusan Agama dan dari hasil pernikahan tersebut
menghasilkan seseorang anak yang belum memiliki status hukum
atau penetapan anak yang terlahir dari pernikahan kedua orang
tuanya.

Penetapan anak merupakan produk Pengadilan Agama,
dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan
dengan Jurusdiktio Voulentair. Dikatan bukan peradilan yang
sesunggunhya karena, didalam perkara ini hanya ada memohon
untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan anak. Perkara
voluntair adalah perkara yang sufatnya permohonan dan
didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawa. Hal
ini sama halnya seperti isbat nikah/penetapan nikah. Pada
dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali

kepentingan Undang-undang menghendaki demikian.®

' Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 339.
62 Slamet Abidin, Figih Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 49.
% A. Mukti Arto,... 41.



45

Produk perkara voluntair  ialah penetapan. Nomor
perkara permohonan diberi tanda P, misalnya seperti : 123/
Pdt.P/1997/PA.SMG. Karena penetapan muncul sebagai produk
pengadilan atas permohonan pemohon yang tida berlawanan maka
dicantumkan penetapan tidak akan berbunyi menghukum
melainkan bersifat menyatakan (decl/aratoir)

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan,
pertama asas kebenaran yang nmelekat pada penetapan
hanya”kebenaran sepihak’. Kebenaran yang terkandung di dalam
penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon,
kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah
asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya
berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya dan orang yang
memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun
kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut di atas.®*

Selanjutnya asas yang ketiga, menegaskan putusan
penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak
siapapun. Seterunya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki
kekuatan eksukutorial. Hal ini dapat dipahami karena amar
putusan berdifat deklaratoir sehingga tidak mungkin memiliki

nilai kekuatan eksekusi.®

* Ibid, 43.
5 Ibid, 46
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2. Dasar Hukum Penetapan Anak

Dasar hukum penetapan anak sebagaimana yang tertuang dalam
Undang- undang perkawinan BAB XII pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) dan
Kompilasi Hukum Islam pasal 103 ayat (1), (2) dan (3). Kedua pasal ini
menyebutkan dasar hukum dalam penetapan anak.

Dalam pasal 55 Undang-undang Perkawinan ayat (1) disebutkan
asal usul anak hanya dapat dilakukan dengan bukti-bukti akte kelahiran
yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Pada ayat
(2) disebutkan bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak
ada, maka Pengadilan dapat mengelurkan penetapan tentang asal usul
anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti
yang memenuhi syarat. Kemudian pada ayat (3) disebutkan atas dasar
ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatatan
kelahiran yang ada pada daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan
mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sedangkan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam sama

halnya dalam Undang-undang Perkawinan diatas.

* Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, ( Jakarta: Departemen Agama R1, 2002),

128





